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PEMBUKAAN UUD 1945
1. Materi kuliah
Pembukaan UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi
b. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental
c. Isi pembukaan UUD 1945
d. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUUD 1945
e. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945

2. Tujuan pendidikan 
A. Tujuan Instruksional Umum
Memahami pembukan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi dan sebagai pokok terkandung didalamnya , serta hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhnya.
B. Tujuan Instruksional  umum
Mampu menjelaskan pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental , isi pembukaan UUD 1945 , pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, serta hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhya.

3. Uraian Materi kuliah
a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang fundamental,  yaitu :
1) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia
2) Sebagai tertib hukum yang  tertinggi
Pancasila sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum.  Di dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam batang tubuhnya,  sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia.
b. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
Pokok kaidah Negara yang fundamental ( Staatsfundamentalnorm ) memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain :
1) Dari segi terjadinya
Ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara.
2) Dari segi isinya
Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, sbb. ;
a.) Tujuan negara ( baik tujuan khusus maupun tujuan umum )
Tujuan khusus tercermin dalam kalimat “.... melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesehjahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ....”
Tujuan umum, dalam kalimat “.... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi ....”.
b.) Ketentuan diadakannya UUD  negara
Tercermin dalam kalimat “.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ....”.
c.) Bentuk Negara
Hal ini tersimpul dalam kalimat “.... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”
d.) Dasar Filsafat negara ( asas kerohanian negara )
pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “.... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia , dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia “.

Pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara , oleh karena itu tidak dapat diubah , sebab mengubah pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara RI (Notonegoro). 

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 maka pembukaan UUD 1945  mempunyai hakikat dan kedudukan sbb. :
(1) Dalam hubungannya dengan tertib hukum indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945 ; kedudukannya lebih tinggi.
(2) Pembukan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945 
(3) Pembukan UUD 1945 yang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis , jadi merupakan sumber hukum dasar negara.
(4) Pembukan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal  UUD1945.
Pembukan UUD 1945 tetap kepada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia  17 agustus 1945, hakikat kedudukan pembukan UUD 1945 adalah sebagai naskah Proklamasi yang terperinci , sebagai penjelmaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945 . sebagai pokok kaidah negara yang fundamental , maka pembukaan UUD 1945 hakikat kedudukan hukum yang kuat , bahkan secara yuridis tidak dapat diubah hal ini berdasarkan alasan-alasan:
(a) Menurut tata hukum peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara, sedangkan semua penguasa negara setelah terbentuknya negara, kedudukannya lebih rendah.
(b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara RI , sehingga suatu ketentuan hukum dibawah UUD 1945 , secara yuridis tidak dapat meniadakan Pembukaan UUD 1945.
(c) Hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat pada kelansungan hidup negara RI. Pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.

C . Isi ( makna ) Pembukaan UUD 1945
 Alenia I : “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ,karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
= Keteguhan dan kuatnya pendirian Bangsa Indonesia  bahwa kemerdekaan bertentangan dengan penjajahan. Dalam alenia ini terkandung hak kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ( kemerdekaan itu hak segala bangsa ).
Pernyataan yang terkandung dalam alenia 1 merupakan pernyataan yang bersifat universal ( ... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ... )
Alenia 1 mengandung dua dalil , yaitu :
Dalil objektif =penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dalil subjektif = aspirasi Bangsa Indonesia  untuk bebas dari penjajahan berarti menegaskan : tugas Bangsa Indonesia  melawan penjajahan mendukung kemerdekaan.
Alinea II : “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”
= Menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan Bangsa Indonesia . Kesadaran : keadaan sekarang tidak dapat di pisahkan dengan masa yang lalu ( perjuangan BI ) , dan masa sekarang menentukan masa yang akan datang ( cita-cita merdeka, bersatu , berdaualat , adil , dan makmur) 
Alinea ini juga menunjukan ketepatan penilaian :
( 1 ) Perjuangan Bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan ,
( 2 ) Momentum tersebut di manfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
( 3 ) Kemerdekaan bukan tujuan akhir , melainkan : merdeka , bersatu , berdaulat , adil , dan makmur
Alenia III : “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas , maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Menyatakan : kemerdekaan diberkati oleh Allah ( pengakuan nilai religius ), berarti BI mendambakan kehidupan yang seimbang ( dunia dan akhirat ).
Motivasi riil/materiil : menyatakan kemerdekaan.Motivasi spiritual : diberkati oleh Allah .
Alinea ini mengandung pengertian bahwa pembukaan UUD1945 disebut juga sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
Alinea IV : “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi , dan berkeadilan sosial , maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat denagn berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab , persatuan Indonesia , dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyahwaratan /perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.”
Alinea IV ini meliputi empat hal :
( 1 ) TujuanNegara : meliputi tujuankhusus “ ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesehjahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa . . .” dan tujuan umum “ ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadialn sosial ...”.
( 2 ) Tentang ketentuan diadakannya UUD negara, dalam kalimat “ ... maka di sususnlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia ...”
(3) Bentuk negara , termuat dalam kalimat “... dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat
(4) Dasar filsaiat (kerohanian) nergara, dalam “.... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa , Kemanusian yang adil dan beradap , Pesatuan Idonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan , serta mewujudkan keadilan sosial 
d. Pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaanUUD1945 menurut penjelasan UUD 1945 , pembukaan UUD 945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasan kebaktian dari UUD 1945 . ada emapat pokok pikiran yang terkadung didalamnya :
1. Pokok pikiran I : “ negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . “ = pokok pikiran persatuan 
2.Pokok pikiran II : “ negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  =  pokok pikiran keadilan sosial 
3. Pokok pikiran III : “ negara yang berkrdaulatan rakyat berdasar atas permusyawaratan/peerwakilan  = pokok pikiran : kedaulatan rakyat 
4. Pokok pikiran IV : “ negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradap 
Pokok pikiran : ketuhanan yang maha esa dan kemanusian yang adil dan beradap 
Pokok-pokok pikiran UUD 1945 pada hakikatnya adalah nilai nilai yang terkadung dalam Pancasila . 

e. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 
Menurut penjelasan UUD 1945 , pokok-pokok pikiran yang terkadung dalam pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan UUD dan mewujudkan cita-cita hukum dasar negara ( tertulis mau pun tdk tertulis ). Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal pasal UUD 
Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia maka UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan terpisah dengan batang tubuh UUD 1945 , yang  kedudukannya lebih tinggi .
Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah nilai nilai pancasila tidak terkandung batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumbernya .
Pembukaan UUD 1945 yang fungsinya sebagai mukadimah dari UUD 1945 , merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan batang tubuh UUD 1945 , merupakan rangkaian nilai norma yang terpadu  .
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